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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam tidak hanya sebagai sebuah agama yang mengatur ibadah 

ritual, tetapi juga merupakan sebuah ideologi yang melahirkan segenap 

aturan yang mengatur kehidupan manusia dan wajib ditaati oleh umat 

Islam. Umumnya Islam hanya dipahami sebagai agama yang mengatur 

tentang shalat, puasa, zakat, ibadah haji dan hal-hal yang berkaitan 

dengan ibadah ritual lainnya, melainkan Islam memiliki aturan yang 

komplek yang berasal dari Sang Pencipta ALLAH SWT yang diturunkan 

kepada manusia melalui perantara Rasulullah SAW dan telah terangkum 

dalam kitab suci Al-Qur’an dan hadist. Dua pedoman itulah yang 

seharusnya dijadikan, khususnya umat Islam dalam mengatur 

kehidupannya.
1
 

Aturan Islam tidak sebatas hanya pada umat Islam saja, melainkan 

untuk seluruh umat manusia, karena Islam adalah Rahmattallil ‘alamin 

(rahmat bagi seluruh alam). Oleh karena didalam Islam terdapat aktifitas 

politik yang bertujuan mengurusi umat Islam. Aktifitas politik dalam 

dalam Islam ini akan terwujud hanya dengan adanya kekuasaan politik 

dalam pemerintahan Islam atau negara lain. Negara Islam merupakan 

kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan 
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memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam 

keseluruh dunia sebagai sebuah risalah bentuk dan negara Islam disebut 

juga dengan khilafah atau imamah. 

Al-Hukmu, Al-Mulku dan as-Sulthan memiliki pengertian yang 

sama, yaitu kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan. Selain itu, 

juga disebut dengan aktifitas kepemimpinan ini merupakan kekuasaan 

yang dipergunakan untuk mencegah terjadinya kedzaliman serta 

memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan. Ungkapan lain, 

kata al-Hukmu juga dapat disebut Walliyul Amri. Sebagaimana dalam 

firman Allah dalam terjemah Q.S. an-Nisa ayat 59: "Taatilah Allah dan 

taatilah RasulNya dan ulil amri diantara kamu"  

Kepimpinan Islam (khalifah dan imamah) dibawah pimpinan 

seorang khalifah, akan mewujudkan kesejahteraan. Permasalahan-

permasalahan yang terjadi ditengah-tengah umat dapat diatasi secara 

langsung oleh khalifah. Ketiadaan kepemimpinan seorang khalifah justru 

akan menimbulkan permasalahan bagi umat Islam dapat diatasi secara 

langsung oleh khalifah. Ketiadaan seorang khalifah justru akan 

menimbulkan permasalahan bagi umat Islam khususnya, karena hanya 

seorang khalifah yang bertanggung jawab menangani urusan-urusan dan 

perkara umat Islam. Apabila tidak ada khilafah atau imamah, maka akan 

timbul permasalahan-permasalahan parsial yang hanya dapat 

terselesaikan dengan adanya khalifah.
2
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Hal ini pula yang terjadi di Indonesia, yakni mayoritas rakyatnya 

adalah umat Islam, tetapi aturan yang digunakan bukanlah sistem aturan 

Islam. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan-

permasalahan parsial dan solusi yang digunakan juga secara parsial. 

Indonesia merupakan negara yang didirikan berlandaskan pada azas 

Pancasila. Pertarungan rumit landasan yang digunakan bangsa Indonesia 

pasca kemerdekaan yaitu antara Pancasila dan Islam, berakhir pada 

kemenangan Pancasila, yang kemudian digunakan sebagai landasan 

negara Indonesia. Meskipun demikian Islam memang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah orang Islam, sehingga 

sudah semestinya syariat Islam dijadikan aturan dalam kehidupannya.
3
 

Kesaksian sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ialah 

bangsa beragama yang terdiri dari 85,2% pemeluk agama Islam dan 

sisanya pemeluk agama lain.
4
 Berdasarkan kenyataan tersebut, maka 

dasar negara Indonesia harus dan mutlak berdasarkan Islam dan 

keimanan kepada Tuhan bagi segenap golongan suku bangsa Indonesia 

menurut keyakinan agamanya masing-masing.
5
 

Realitas rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, bahwa peran 

agama Islam tentunya tidak dapat dipisahkan dari negara. Karena Islam 

tidak hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, tetapi 
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Islam adalah agama yang didalamnya terdapat segenap aturan bagi 

manusia dalam menjalankan kehidupannya. Islam juga mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhannya (Allah), manusia dengan dirinya 

sendiri, dan manusia dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Hal ini 

diwujudkan melalui sebuah negara.  

Dualisme landasan telah mengiringi perjalanan bangsa Indonesia, 

Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara, namun sebagian syariat 

Islam juga digunakan dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. 

Kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, tidak dapat 

dilepaskan begitu saja dengan tuntutan syariat Islam. Sistem peradilan 

Islam di Indonesia diterapkan secara parsial (sebagian) misalnya dalam 

hal waris dan perkawinan. Sistem perkawinan di Indonesia senantiasa 

mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kekuasaan politik di 

Indonesia. Maka kekuasaan Hindia Belanda sistem perkawinan diatur 

berdasarkan aturan dari pemerintahan Hindia-Belanda.
6
  

Sistem perkawinan menjadi suatu perhatian penting karena 

pelaksanaannya di Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntunan 

syariat Islam. Hal ini disebabkan karena sistem dasar  yang diterapkan di 

Indonesia bukanlah sistem Islam, sehingga muncul permasalahan-

permasalahan yang sangat berkaitan dengan umat Islam, salah satunya 

yakni tentang status wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali 

nikah. Dalam kurun waktu hampir bersamaan selain persoalan lain yang 
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tak kalah rumit yang di hadapi umat Islam di Indonesia yaitu 

pemberontakan DI/TII. Setelah menjadi partai politik NU harus 

menghadapi tantangan berat, yaitu makin meluasnya pemberontakan dari 

Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disingkat DI/TII 

yaitu Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di bawah pimpinan SM. 

Kartosuwiryo, yang bermula dan berpusat di Jawa Barat. Negara Islam 

Indonesia diproklamasikan pada 7 agustus 1949, gerakan ini kemudian 

menyebar ke bagian-bagian Jawa Tengah, ke Kalimantan Selatan, ke 

Sulawesi Selatan, dan Aceh. 
Darul islam secara harfiah berarti ‚rumah‛ atau ‚keluarga‛ Islam, 

yaitu ‚dunia atau wilayah Islam‛. Yang dimaksud adalah bagian Islam 

dari dunia yang didalamnya keyakinan Islam dan pelaksanaan syariat 

Islam dan peraturan-peraturannya diwajibkan. Lawannya adalah Darul 

Harb ‚wilayah perang, dunia kaum kafir‛, yang berangsur-angsur akan 

dimasukkan ke dalam Darul Islam.
7
 

Pemberontakan Darul Islam ini bukan hanya membahayakan 

kesatuan Negara dan ancaman yang serius terhadap Negara yang sedang 

belajar mengisi kemerdekaan, tetapi juga membahayakan masa depan 

Islam di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu hal ini menjadi 

tugas berat bagi NU  untuk memberikan legitimasi hukum fiqih bagi 

Republik Indonesia agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih 

besar dan menghilangkan keresahan masyarakat Indonesia terutama yang 
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beragama Islam. Pemberontakan yang di pelopori oleh Kartosuwiryo ini 

mendeligitimasi dan mengajak rakyat untuk melenggserkan Soekarno 

yang pada saat itu menjadi Presiden untuk turun dari kursi Presiden. 

Tujuan NU mengukuhkan Presiden Soekarno sebagai Waliyyul Al-Amri 

Al-Daruri Bi Al-Syaukah adalah agar Presiden Soekarno diakui dan 

dikukuhkan dengan berlandaskan hukum fikh agar rakyat Indonesia 

terutama umat Islam wajib mematuhi dan mentaati perintahnya selama 

tidak menyalahi syariat Islam. Dampak adanya pengangkatan Presiden 

Soekarno adalah di patuhinya keputusan Menteri Agama tentang tauliah 

wali hakim dan ulama-ulama NU bersama-sama dengan rakyat 

membantu pemerintah dalam menumpas pemberontakan DI/TII.
8
 

Gelar Waliyyul amri adh-dharuri bi al-syaukah ini berasal dari 

usulan dan saran Kyai BaiDowi lalu di bawah ke Muktamar NU pada 

tahun 1947 di Madiun dan disepakati oleh Menteri Ulama, Para Alim 

Ulama dan Partai-partai politik yang mendukung bahwa Presiden Ir. 

Soekarno tetap menjadi Presiden dan segera di beri gelar Waliyyul amri 

adh-dharuri bi al-syaukah agar memimpin Indonesia berdasarkan dengan 

syariat Islam dan agar Indonesia segera terbebas dari pemberontakan 

DI/TII yang pada saat itu dipimpin oleh SM Kartosuwiryo.
9
  

Kedudukan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pasca 

kemerdekaan 1945 secara de facto menghendaki untuk langsung 
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memimpin pemerintahan dengan tujuan untuk segera bertindak 

menggunakan kewibawaannya sebagai Presiden dalam menghadapi 

berbagai persoalan masyarakat dan negara. Sebaliknya pihak pemimpin-

pemimpin partai politik menghendaki supaya sistem pemerintahan 

kabinet itulah yang dijalankan, dengan alasan bahwa Presiden sebagai 

kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya. Selain itu, supaya 

para pemimpin partai politik mempunyai kesempatan untuk 

mengendalikan pemerintahan negara.  

Kondisi lain yaitu, hubungan antara partai politik dengan kepala 

negara (Presiden) mengalami perubahan setelah masa Revolusi fisik 

selesai, khususnya partai-partai Islam. Salah satu diantaranya yakni 

Masyumi, Masyumi kurang dapat menerima kebijaksanaan Soekarno, 

antara lain: dalam campur tangannya dalam pemerintahan, padahal 

sistem parlementer sedang berlaku dan Masyumi berada dalam 

kedudukan konstitusional.
10

 

Hal ini bertolak belakang dengan partai politik Islam lainnya yakni 

NU, PSII, dan Perti. Ketiga partai ini lebih dapat bekerjasama dan 

mengikuti jalan pikiran soekarno. Mungkin ketiganya lebih bersifat 

pragmatis dalam menjalin hubungan ini, karena betapapun berbedanya 

jalan pikiran soekarno dengan pendapat ketiga partai ini, misalnya dalam 

hal kedudukan partai kehendak Soekarno juga berlaku dan akhirnya 
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ketiga partai ini mengikutinya.
11

 Adapun dalam hubungan ini, NU 

memiliki posisi yang menentukan yaitu setelah tahun 1956 tidak 

mungkin berbentuk apabila NU bertahan. Bahkan pada tahun 1955, NU 

tidak akan ikut dalam kabinet Ali I apabila Masyumi tidak ikut serta 

Kabinet Ali I (1953-1955) memang jatuh setelah penggunduran diri NU. 

Kabinet Djuanda (1967) tidak akan terbentuk, apabila NU tidak bersedia 

masuk didalamnya.  

Peranan penting NU dalam percaturan politik di Indonesia memang 

tidak dapat dipungkiri, khususnya hubungannya dengan Soekarno. Selain 

itu, soekarno memang memanfaatkan NU untuk kelangsungan ambisi 

politiknya. Suatu ucapan Soekarno menjelang keruntuhan demokrasi 

terpimpin :"saya cinta NU, cintailah saya. Saya rangkul NU maka 

rangkullah saya". Puncak dari kemesraan soekarno-NU adalah ketika 

partai ini memprakarsai sebuah gelar Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi As-

Syaukah (kepala negara dalam bidang kenegaraan dan keagaamaan). 

Oleh karena itu, umat Islam, tentu warga NU wajib mentaatinya.
12

 

Hubungan ini menjadi sebuah bentuk "simbiosis mutualisme" 

hubungan yang saling menguntungkan dalam percaturan perpolitikan 

Indonesia. Hal ini yang dalam mewakili hubungan soekarno sebagai 

pemimpin Negara dan NU sebagai Partai Politik Islam. Pemimpin negara 

pastinya membutuhkan dukungan rakyat melalui partai politik yang ada. 

NU sebagai partai politik Islam yang memiliki basis massa yang cukup 
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besar dari kalangan umat Islam, dianggap telah cukup mewakili rakyat 

Indonesia yang mayoritas Islam.
13

 

Adanya status presiden republik Indonesia sebagai waliyyul amri 

ad-dharuri bi as-syaukah dan pada waktu itu Soekarno yang menjadi 

presiden dilakukan sebagai upaya legalisasi keberadaan dari wali hakim 

yang diangkat oleh menteri agama. Hal inilah yang dijadikan latar 

belakang utama adanya status ini. Status tersebut diperoleh berdasarkan 

hasil konferensi antara para Alim Ulama Indonesia, disamping terdapat 

prakarsa utama. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat peranan dari 

kalangan partai politik Islam dalam hal ini. 

Status tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia 

(Soekarno) seorang pemimpin muslim yang harus ditaati oleh rakyat 

Indonesia yang mayoritas muslim, namun adanya status tersebut 

menimbulkan kontroversi dikalangan umat Islam, khususnya partai-

partai Islam, dimana terdapat pihak yang setuju dan tidak setuju dengan 

adanya pemberian gelar tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka 

diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan serangkaian kontroversi 

mengenai status Presiden Republik Indonesia dalam tinjauan fiqh siyasah 

dan bagaimana  dampaknya bagi perkembangan bangsa Indonesia, 

khususnya umat Islam. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul 

"Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penetapan Ir.Soekarno sebagai Presiden 

RI yang mendapat gelar "Waliyyul Amri Ad-Dharuri Bi As-Syaukah".                                                                                                                                                                        
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B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di 

atas,  sudah barang tentu masih bersifat global. Oleh sebab itu, beberapa 

masalah tersebut dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut:  

1. Pengaruh dari adanya status waliyyul amri ad-dharuri bi As-syaukah 

bagi masyarakat di Indonesia. 

2. Fenomena soekarno sebagai waliyyul amri ad-dharuri bi As-syaukah 

sebagai pemimpin umat Islam. 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan soekarno diangkat menjadi 

waliyyul amri ad-dharuri bi As-syaukah. 

4. Status Presiden Republik Indonesia sebagai waliyyul amri ad-

dharuri bi-As-syaukah. 

5. NU memberi gelar waliyyul amri ad-dharuri bi As-syaukah kepada 

Ir.Soekarno. 

6. Tinjauan fiqh siyasah terhadap penetapan Ir.Soekarno yang 

mendapat gelar waliyyul amri ad-dharuri bi As-syaukah. 

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah 

sebagai berikut: 

1. NU memberi gelar waliyyul amri ad-dharuri bi As-syaukah kepada 

Ir.Soekarno. 

2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap penetapan Ir.Soekarno yang 

mendapat gelar waliyyul amri ad-dharuri bi sl-syaukah. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada identifikasi masalah serta pembatasan masalah 

diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah guna mempermudah 

pembahasan masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan 

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Mengapa NU memberi gelar Waliyyul amri ad-dharuri bi-As-

Syaukah kepada Ir. Soekarno? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penetapan Ir.Soekarno 

yang mendapat gelar Waliyyul amri ad-dharuri bi As-syaukah? 

D. Kajian pustaka 

Penulisan ini diilhami dari adanya buku-buku yang berisi tentang 

kajian penetapan status waliyyul amri ad-dharuri bi As-Syaukah yang 

diberikan oleh para Alim Ulama kepada soekarno. Namun tidak banyak 

buku yang memberi kajian tersebut, dan umumnya hanya mengkaji 

sepintas saja. Kajian tentang status Presiden Republik Indonesia sebagai 

waliyyul amri ad-dharuri bi As-syaukah, belum pernah ditulis dalam 

bentuk skripsi, tetapi telah dikaji pada bab khusus pada sebuah disertasi. 

Jadi, tinjauan dari kajian ini terbatas pada disertasi dan buku-buku yang 

relevan (sesuai) dengan pembahasan kajian tersebut. Penelitian yang 

berjudul" Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penetapan Ir.Soekarno sebagai 

Presiden RI yang mendapatkan gelar ‚Waliyyul amri ad-dharuri bi As-

Syaukah" memiliki fokus pembahasan bahwa adanya status presiden 

soekarno sebagai waliyyul amri ad-dharuri bi al-syaukah melalui 



12 
 

 

konferensi alim ulama Indonesia berdasarkan surat keputusan yang 

dikeluarkan oleh Departemen Agama, menimbulkan kontroversi 

dikalangan umat Islam Indonesia. Penelitian ini berisi tentang apa yang 

dimaksud dengan waliyyul amri ad-dharuri bi as-syaukah dan bagaimana 

perkembangan dari status tersebut. Selain itu juga berisi tentang 

bagaimana latar belakang pengangkatan Soekarno sebagai waliyyul amri 

ad-dharuri bi as-syaukah oleh para alim ulama Indonesia dan bagaimana 

pengaruh dari adanya status tersebut bagi perkembangan bangsa 

Indonesia, khususnya umat Islam. 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap penulisan ilmiah tentu berdasar atas maksud dan tujuan 

pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena 

itu, maka penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mengapa NU memberi gelar waliyyul amri ad-

dharuri bi As-Syaukah kepada Ir.Soekarno. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap penetapan         

Ir.Soekarno yang mendapat gelar Waliyyul amri ad-dharuri bi as-

Syaukah. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya, penetapan Waliyyul 

Amri Ad-dharuri bi As-syaukah memberikan sumbangan informasi 
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kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pengertian waliyyul amri 

ad-dharuri bi As-syaukah. 

2. Kegunaan Praktis, Manfaat diadakannya penelitian ini diharapkan 

dapat menambah wawasan bagi mahasiswa, khususnya Jurusan 

Siyasah Jinayah terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam 

bidang keagamaan Islam yang terjadi pada zaman pemerintahan 

Soekarno (Orde Lama). Khususnya, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan baru kepada Mahasiswa tentang tinjauan 

fiqh siyasah terhadap penetapan Presiden Republik Indonesia yang 

mendapat gelar Waliyyul Amri Ad-dharuri bi As-Syaukah dengan 

kontroversi yang ada dan pengaruhnya terhadap perkembangan 

bangsa Indonesia. 

G. Definisi Operasional 

 Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam 

penelitian ini, maka dijelaskan maknanya sebagai berikut: 

1. Tinjauan fiqih Siyasah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum 

yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh 

oleh dalil-dalilnya yang tafshil yang berkaitan dengan pemerintahan 

dan politik, atau membuat kebijaksanaan.
14 

2. Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi As-Syaukah : Pemimpin yang wajib 

di taati dan patuhi selama tidak menyalahi Syariat Islam. 

H. Metode Penelitian 
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Metode penelitian didefinisikan sebagai alat ukur pernyataan-

pernyataan dan untuk menyelesaikan masalah ilmu maupun praktis. 

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, penyusun menggunakan 

beberapa metode penelitian yang akan dijabarkan dibawah ini : 

1. Data yang dikumpulkan  

Data-data artikel mengenai kepemimpinan soekarno yang diberi gelar 

waliyyul amri ad-dharuri bi as-Syaukah dalam tinjauan fikh jinayah. 

2. Sumber data 

a. Primer 

1. Buku "NU dan Fiqh Kontekstual", karya Muhcith Muzadi. 

2. Buku "Islam dan Tata Negara", karya Suyuti Pulungan. 

3. Buku "Kemelut di NU", karya Basit Adnan. 

4. Buku "Kiai dan Politik", karya Ali Maschan Moesa. 

5. Buku "Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia", karya Ali 

Haidar. 

b. Sekunder 

1. http://download.portalgaruda.org/article/tinjauan-historis-

pengangkatan-soekarno-sebagai-waliyyul-amri-al-dharuri-bi-al-

syaukah-nu.html?m=1, diakses tanggal 10 November 2015. 

2. http://Ahmadsyawaltbn.blogspot.com/2014/05/pengertian-fiqih-

siyasah.html?m=1, diakses tanggal 27 Agustus 2015. 

3. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia, diakses 

tanggal 6 Februari 2016, 
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3. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan yang 

berkaitan dengan materi yang di bahas dalam skripsi ini mengacu kepada 

kepemimpinan Soekarno yang diberi sebutan waliyyul amri ad-dharuri bi 

As-Syaukah yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas, 

sebagai literatur berita-berita serta artikel dari media cetak maupun 

internet kemudian di seleksi berdasarkan klasidikasi prioritas dengan 

masalah yang ada dan di pilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan 

sehingga diharapkan akan mendapatkan sebuah gambaran yang jelas 

terhadap permasalahan yang ada. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan 

data dengan menggunakan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang 

kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang 

telah dihimpun berkaitan dengan tinjauan fikh jinayah tentang 

kepemimpinan soekarno yang diberi gelar waliyyul amri ad-dharuri 

bi As-syaukah sehingga rumusan masalah dapat dijawab. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data-data tersebut 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan 

struktur deskripsi. 
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c. Analizing, yaitu melakukan analisis deskripsi tinjauan fikh siyasah 

terhadap soekarno yang diberi gelar waliyyul amri ad-dharuri bi As-

Syaukah. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah usaha untuk mengubah data mentah menjadi 

data yang lebih bermakna. Sebab apabila data yang telah  terkumpul 

tidak diolah, niscaya hanya menjadikan bahan data yang tidak bermakna. 

Oleh karena itu, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisa 

menggunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pendekatan yang 

berangkat dari kebenaran mengenai suatu fenomena (teori) dan 

menggenaralisasikan kebenaran tersebut pada peristiwa atau data 

tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. 

Sehingga dari metode deduktif ini kita menganalisis data mengenai 

bagaimana kepemimpinan soekarno yang diberi gelar waliyyul amri ad-

dharuri bi As-Syaukah yang ditinjau dari fikh siyasah. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal yang sangat urgent 

dalam pembahasan skripsi ini agar dapat memberikan gambaran yang 

teratur tentang isi dan kerangka penyusunan skripsi ini, sebagai bahan 

untuk pemahaman dan kemudahan bagi penyusun dan pembaca dalam 

memahami tulisan ini. sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam 
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pembahasan skripsi ini penyususn menggunakan sistematis pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas tentang pengertian konsep kepemimpinan 

imamah dan pengertian waliyyul amri, dalam bab ini akan dijelaskan 

tentang pengertian dalam fikih jinayah. 

Bab ketiga, membahas tentang kronologi pengangkatan Ir.Soekarno 

sebagai Waliyyul Amri Ad-dharuri bi As-Syaukah. 

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap pemberian gelar 

Waliyyul Amri Ad-dharuri bi As-Syaukah oleh Nahdatul Ulama kepada 

Presiden Soekarno. 

Bab lima, penutup, kesimpulan, saran-saran dan penutup. Disini 

penyusun akan memberikan jawaban dari pokok masalah dan solusi 

penyelesaian masalah. 

 

 


